BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Impelementasi Kebijakan

Pengalihan Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsional di Lingkungan

Direktorat Jendral Perkeretaapian (Studi Kasus : Jabatan Fungsional Pembina Jasa

Konstruksi dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kantor

Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian),

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional di Direktorat
Jenderal Perkeretaapian. Mekanisme pengalihan jabatan struktural menjadi
jabatan fungsional yang mengacu pada Permenpan-RB Nomor 17 Tahun
2021 dilakukan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi — Kementerian
Perhubungan melalui Bagian Kepegawaian dan Umum - Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pelaksana dengan tahapan
penyusunan usulan, telaah dokumen/berkas, validasi dokumen dengan
berkoordinasi oleh instansi pengusul, penerbitan surat rekomendasi oleh
Kemenpan-RB untuk kemudian dilakukan pengangkatan dan pelantikan
pejabat fungsional tersebut. Dalam pengimplementasian kebijakan ini, para
pejabat fungsional belum melakukan penyusunan dan mengajukan penetapan
angka kredit, hal ini dikarenakan mereka belum mendapatkan sosialisasi lebih
lanjut terkait tata cara pengajuan penetapan angka kredit, sehingga para
pejabat fungsional tersebut belum tahu lebih jelas mengenai tugas dan fungsi
yang seharusnya mereka kerjakan dan bagaimana cara memenuhi perolehan
angka kredit dimaksud. Dampak yang timbul setelah implementasi kebijakan
pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional ini yaitu
pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan
yang seharusnya dilakukan oleh pejabat struktural eselon IV dan pejabat

struktural eselon I1I, menjadi tanggung jawab Pejabat Pimpinan Tinggi
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Pratama (pejabat eselon 1), sehingga beban kerja pejabat eselon 11 menjadi
lebih berat dan hal ini dapat menghambat jalannya pekerjaan;

Faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pengalihan jabatan struktural
menjadi jabatan fungsional yang dapat menghambat peengimplementasian
kebijakan tersebut antara lain adalah belum adanya komunikasi terkait dengan
transmisi jabatan struktural menjadi jabatan fungisonal dan tidak adanya
rincian informasi yang jelas terkait tugas dan kewajiban setiap jabatan serta
konsistensi/keberlanjutan informasi setelah dilakukanya pengalihan jabatan
tersebut. Belum semuanya pejabat struktural yang dialihkan memiliki
kompetensi yang sesuai dengan posisi jabatan fungsional saat ini sehingga
tugas dan fungsi pada jabatan fungsional yang diduduki saat ini belum
sepenuhnya sesuai dan mengerti dengan tugas dan fungsi pada jabatan
sebelumnya. Belum adanya pejabat fungsional yang mengajukan penetapan
angka kredit karena belum adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai
penyusunan angka kredit. Pengimplementasian kebijakan dinilai belum
benar-benar matang dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan
terkait dengan kebijakan ini. Jika dilihat dari segi insentif kinerja, para
pejabat fungsional tersebut belum menerima insentif tambahan yang lebih
signifikan dari pengalihan jabatan yang telah dilakukan. Jabatan fungsional
Pembina Jasa Konstruksi di Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Penguiji
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
kurang mendapatkan perhatian khusus, hal ini dikarenakan kurangnya
pengaturan dalam mekanisme pengimplementasian kebijakan pengalihan
jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dan kurangnya koordinasi antar
pihak yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan ini; dan

Strategi untuk mengatasi faktor-faktor penentu implementasi kebijakan
pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang dapat
dilakukan adalah sebagai berikut : Interaksi antar aktor, perlunya penyesuaian
tugas dan fungsi jabatan fungsional dengan instansi induk dari jabatan

fungsional dimaksud dan dapat melalui benchmarking agar tugas dan fungsi
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dapat mendekati 100%. Kapasitas pelaksana di lapangan, perlu untuk
melakukan sosialisasi kebijakan pengalihan jabatan yang berkelanjutan
(misal: sosialisasi penyusunan angka kredit) agar pelaksana kebijakan lebih
dapat memahami kebijakan yang telah dirumuskan. Strategi penyampaian
informasi atau sosialisasi harus dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran,
berkualitas dan konsisten dari waktu-ke waktu. Kapasitas organisasi, strategi
ini berhubungan dengan perbaikan implementasi kebijakan pada faktor
penentu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, maka
strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi terkait
dengan pengalihan jabatan yang belum dilakukan secara formal oleh Bagian

Kepegawaian dan Umum-Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Saran

Berdasarkan faktor penentu implementasi dan strategi perbaikan

implementasi kebijakan, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi untuk

melakukan perbaikan dalam implementasi kebijakan pengalihan jabatan struktural

menjadi jabatan fungsional sebagai berikut

1.

Perlu adanya Bimbingan Teknis terkait dengan penyusunan, penginputan dan
penetapan angka kredit yang masih kurang dipahami oleh pejabat yang
terkena dampak pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional di
lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

Perlu adanya sosialisasi terkait dengan kebijakan pengalihan jabatan
struktural menjadi jabatan fungsional baik dari Biro Kepegawaian-
Kementerian Perhubungan maupun dari instansi induk jabatan fungsional
baru yang ada di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perlunya menyusun
mekanisme dalam pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional,
serta menyusun kembali tugas dan fungsi pada jabatan fungsional
dikarenakan beberapa jabatan fungsional masih memiliki tugas dan fungsi
yang tidak sesuai dengan saat menjabat sebagai pejabat struktural, melakukan
penyetaraan jabatan fungsional ke jabatan fungsional yang baru sesuai dengan
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tugas pokok dan fungsi jabatan yang sebelumnya sebagaimana pada usulan
pengalihan jabatan dari masing-masing unit kerja dan melakukan penataan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru guna menjamin
keberlangsungan karier pejabat fungsional; dan

Merekomendasikan jalur pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan
fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana

gambar 5.1 berikut
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Gambar 5.1

Skema Jalur Pengalihan Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsional di Direktorat Jenderal Perkeretaapian
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Berikut penjelasan dari skema jalur pengalihan jabatan struktural menjadi

jabatan fungsional di Direktorat Jenderal Perkeretaapian

a.

Pengumuman, dilakukan melalui Bagian Kepegawaian dan Umum
Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada pegawai yang terdampak
kebijakan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional
dengan berupa undangan sosialisasi pengalihan jabatan. Pengumuman
dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat komunikasi yaitu dengan
menerapkan strategi penyampaian informasi atau sosialisasi;

Pengusulan, dilakukan oleh masing-masing direktorat yang pegawainya
terdampak pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional
kepada Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal
Perkeretaapian. Pada tahap ini dilakukan dengan menerapkan strategi
interaksi antar aktor pelaksana kebijakan karena pengusulan dilakukan
oleh masing-masing direktorat yang mengetahui pegawai yang
terdampak pengalihan jabatan;

Validasi Administrasi, Bagian Kepegawaian dan Umum melakukan
validasi terkait dengan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan
fungsional. Jika tupoksi dan nomenklatur jabatan fungsional sudah sesuai
dengan jabatan struktural sebelumnya maka akan dilanjutkan pada tahap
selanjutnya yaitu pengusulan pengalihan jabatan kepada Kementerian
PAN-RB melalui Biro Kepegawaian-Kementerian Perhubungan dan
BKN. Jika tupoksi dan nomenklatur pada jabatan fungsional yang baru
belum sesuai atau tidak sesuai dengan jabatan struktural sebelumnya,
maka perlu dilakukan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di
Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau dapat juga dilakukan sosialisasi
dan koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional yang baru ada
di Direktorat Jenderal Prekeretaapian. Tahap validasi administrasi
menerapkan strategi interaksi antar aktor karena pada tahap ini

memerlukan interaksi antar unit kerja baik dari Bagian Kepegawaian dan
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Umum-Direktorat Jenderal Perkeretaapiaan maupun Kementerian PAN-
RB;

Pengusulan pengalihan jabatan kepada Kementerian PAN-RB, jika
pengusulan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional
disetujui oleh Kementerian PAN-RB maka selanjutnya akan diberikan
surat rekomendasi. Namun jika usulan tidak disetujui maka instansi
terkait dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat
melakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Tahap
pengusulan pengalihan jabatan ini menerapkan strategi kapasitas
organisasi dikarenakan Kementerian PAN-RB mempunyai wewenang
untuk menerbitkan surat rekomendasi untuk dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Perkeretaapian;

Surat rekomendasi, diberikan jika usulan pengalihan jabatan yang
diusulkan oleh Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal
Perkeretaapian telah disetujui oleh Kementerian PAN-RB selaku
pembuat kebijakan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan
fungsional; dan

Pengangkatan dan pelantikan, setelah dikeluarkannya surat rekomendasi
pengalihan jabatan oleh Kementerian PAN-RB maka instansi terkait
dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan
pengangkatan dan pelantikan bagi pejabat struktural yang terkena
dampak pengalihan jabatan. Pada tahap pengangkatan dan pelantikan
menerapkan strategi untuk mengatasi faktor penghambat melalui strategi
interaksi antar aktor dan kapasitas organisasi. Hal tersebut dikarenakan
saat pengangkatan dan pelantikan melibatkan beberapa instansi dan unit
kerja baik di Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun Kementerian
PAN-RB.
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Tabel 1.1
Jumlah PNS Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Desember 2021
No. Unit Kerja Jumlah PNS
1. | Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 121
2. | Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 69
3. | Direktorat Sarana Perkeretaapian 92
4. | Direktorat Prasarana Perkeretaapian 114
5. | Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 85
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas | Wilayah
6. 46
Jakarta - Banten
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas | Wilayah
7. . 58
Jawa Bagian Barat
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas | Wilayah
8. . 61
Jawa Bagian Tengah
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas | Wilayah
9. . . 36
Jawa Bagian Timur
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas Il Wilayah
10. . 43
Sumatera Bagian Utara
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas Il Wilayah
11. . 28
Sumatera Bagian Barat
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 11 Wilayah
12. . 40
Sumatera Bagian Selatan
13. | Balai Pengujian Perkeretaapian 68
14. | Balai Perawatan Perkeretaapian 48
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera
15. 28
Selatan
16. | Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan 22
Total 959

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun
2021
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Tabel 1.2

Jumlah Pejabat PNS di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Yang Terdampak Kebijakan Pengalihan Jabatan

Jumlah Pejabat

No. unit Kerja Eselon 111 Eselon IV
Sekretariat Direktorat Jenderal
1. : 4 12
Perkeretaapian
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan
2. . 4 9
Kereta Api
3. | Direktorat Sarana Perkeretaapian 4 9
4. | Direktorat Prasarana Perkeretaapian 5 11
5 Direktorat K_eselamatan 5 11
Perkeretaapian
Total 22 52

Sumber: Kepmen-Hub Nomor: KM 82 Tahun 2020
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Gambar 4.2
Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian
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Lampiran V

Gambar 4.3

Struktur Organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
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Lampiran VI

Tabel 4.1
Jumlah PNS di Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No.

Jumlah Pegawai

Unit Kerja Eselon| Eselon | Eselon | Eselon| Fungsional
I 1 i \Y/ Umum
1 Sekretariat I_Dlrektorat Jenderal 1 1 4 12 103
Perkeretaapian
Direktorat Lalu Lintas dan
2 Angkutan Kereta Api i . 4 ; o
3. | Direktorat Sarana Perkeretaapian - 1 4 9 78
4 Direktorat Prasarana ) 1 5 11 97
Perkeretaapian
5 | Direktorat Keselamatan ) 1 5 11 68
Perkeretaapian
5 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas i i 1 3 42
" | I Wilayah Jakarta - Banten
; Balai Teknik Perkeretaapian Kelas i i 1 3 54
" | I Wilayah Jawa Bagian Barat
8 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas i i 1 3 57
" | I Wilayah Jawa Bagian Tengah
9 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas i i 1 3 30
" | 1 Wilayah Jawa Bagian Timur
10 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas | i 1 3 39
" | 11 Wilayah Sumatera Bagian Utara
11 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas i i 1 3 24
" | 11 Wilayah Sumatera Bagian Barat
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas
12. | 11 Wilayah Sumatera Bagian - - 1 3 36
Selatan
13. | Balai Pengujian Perkeretaapian - - 1 4 63
14. | Balai Perawatan Perkeretaapian - - 1 3 44
15, Balai Pengelola Kereta Api Ringan ! i 1 5 21
Sumatera Selatan
16. Balai Pe_ngelola Kereta Api i i 1 3 18
Sulawesi Selatan
Total 1 5 33 89 831
Total Keseluruhan 959

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun
2021




Lampiran VII

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN JABATAN

STRUKTURAL MENJADI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN

Nama
Jabatan
Pangkat
Waktu
Tempat

1.

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Aspek Komunikasi

a.

Transmisi

Proses penyampaian atau sosialisasi kebijakan dapat dilakukan
melalui berbagai cara dan saluran komunikasi. Pembuat kebijakan dapat
memilih saluran komunikasi mana yang kiranya mudah dalam
penyampaian kebijakan sehingga informasi yang disampaikan sesuai

dengan apa yang sudah dirumuskan dalam suatu kebijakan.

Kejelasan

Penyampaian atau sosialisasi kebijakan cukup jelas dan mudah
dipahami. Kejelasan penyampaian kebijakan merupakan salah satu
penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengalihan jabatan

struktural menjadi jabatan fungsional.

Konsistensi

Konsistensi penyampaian informasi terkait dengan kebijakan
pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional kepada
pelaksana kebijakan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi
kebijakan. Konsistensi penyampaian kepada pelaksana kebijakan

dilakukan supaya pelaksana kebijakan dapat memahami dengan mudah



dan tidak menimbulkan penafsiran pribadi yang dapat menghambat

keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

a.  Pegawai

1)  Pelaksana kebijakan memiliki jumlah yang memadai dalam
rangka pengimplementasi kebijakan pengelihan jabatan struktural
menjadi jabatan fungsional;

2)  Pelaksana kebijakan memiliki kompetensi yang memadai dalam
rangka pengimplementasian kebijakan. Jika kompetensi yang
dimiliki pelaksana kebijakan belum memadai apa saja kompetensi
yang dibutuhkan agar dalam pengimplementasian kebijakan dapat
berjalan dengan lancar; dan

3) Kesiapan pelaksana kebijakan menjadi salah satu hal yang
mendukung dalam proses implementasi kebijakan pengalihan
jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.

b.  Kewenangan

Kewenangan melihat sejauh mana pelaksana kebijakan diberi
wewenang untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu
kebijakan. Kewenangan dari implementasi kebijakan pengalihan
jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dapat dijelaskan melalui
wewenang yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini dari
jabatan yang diampu pelaksana kebijakan tersebut.
3. Disposisi
a.  Pengaturan birokrasi

Organisasi pelaksana kebijakan dapat melakukan pengaturan

birokrasi jika pelaksana kebijakan menolak untuk

mengimplementasikan kebijakan pengalihan jabatan struktural menjadi



jabatan fungsional. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat tercapai
jika pelaksana kebijakan bersedia mengimplementasikan kebijakan

dengan penuh kesadaran dan kepatuhan

b.  Insentif
1)  Apakah terdapat tambahan insentif bagi pelaksana kebijakan
pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Insentif
yang diberikan dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam
implementasi kebijakan; dan
2) Mekanisme dalam pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan
pengalihan jabatan dapat menjelaskan proses pemberian insentif

kepada pelaksana kebijakan.
4. Struktur Birokrasi

a.  Standar Operasional Prosedur
Bagaimana mekanisme dalam pengimplementasian kebijakan
pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Adanya
standar operasional prosedur dapat dijadikan acuan dalam

pengimplementasian kebijakan.

b.  Fragmentasi
Bagaimana pengkoordinasiaan antar pihak yang terlibat dalam
pengimplementasian kebijakan pengalihan jabatan struktural menjadi
jabatan fungsional. Pembagian tanggung jawab jelas dapat menunjang

keberhasilan implementasi kebijakan.
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